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ABSTRAK

YLKI Yogyakarta merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang
berkecimpung dalam kegiatan yang berorientasi pada perlindungan hukum bagi
para konsumen. Dengan beberapa metode yang dijalankan, YLKI mencoba untuk
mengggalang kesadaran masyarakat konsumen akan eksistensi dan urgensi dalam
dunia bisnis. Beberapa pelayanan jasa bantuan hukum dibuka untuk memfasilitasi
kepentingan para konsumen. Salah satunya adalah upaya penyelesaian sengketa
hukum konsumen dengan pelaku usaha sebagai upava menuntut ganti rugi karena
kerugian yang diderita akibat mengkonsumsi produk yang didistribusikan oleh
pelaku usaha tersebut. Upaya bantuan hukum ini dalam bentuk penyelesaian
sengketa hukum secara damai melalui suatu mediasi. Hasil yang diperoleh pun,
konsumen mendapatkan kembali hak-hak mereka tanpa melalui prosedur yang
rumit dan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tetap terjaga dengan
baik.

Melihat kontribusi yang diberikan YLKI Yogyakarta dalam dunia
hukum perlindungan konsumen — khususnya dalam upaya penyelesaian sengketa
melalui mediasi — maka penyusun berminat untuk mengadakan penelitian yang
berhubungan dengan penjelasan di atas. Ada beberapa permasalahan yang
muncul, yang nantinya akan diteliti yaitu mengenai praktek yang dijalankan YLKI
Yogyakarta sendiri dalam menangani penyelesaian sengketa atas hak-hak
konsumen dan pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Untuk menjawab beberapa permasalahan tadi, diperlukan sebuah metode
yang tepat dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang
bersifat lapangan sehingga data primer terletak pada YLKI Yogyakarta. Penilaian
terhadap perilaku pengurus dalam prakiek penyelesaian menjadi sifat dari
penelitian ini, sehingga interview dan dokumentasi sebagai upaya untuk
memperoleh data yang nantinya sebagai bahan dalam memberikan sebuah bobot
penilaian. Penilaian tersebut kemudian dianalisis berangkat dari norma hukum
Isiam sebagai dasar dalam melihat praktek tersebut dari pandangan hukum Islam.

Praktek penyelesaian sengketa secara damai sangal dianjurkan dalam
Islam. Bahkan Islam sendiri menganjurkan - untuk masing-masing pihak yang
bersengketa - . bermusyawarah, menyelesaikan permasalahan sebelum
membawanya ke pengadilan dengan didampingi oleh scorang penengah yang
dalam hal ini bersifat netral. Kehadiran penengah ini sangat penting dalam
menyatukan pendapat kedua pihak apabila terjadi perbedaan yang sangat
melenceng. Jadi, upaya YLKI Yogyakarta dalam melaksanakan praktek
penyelesaian sengketa atas hak-hak konsumen dapat dikatakan sesual dengan
aturan hukum Islam mengenai musyawarah secara damai untuk menyelesaikan
sebuah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis bisa dikatakan mengalami peningkatan
yang cukup pesat. Perkembangan tersebut muncul karena perubahan
masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup
signifikan. Masyarakat — khususnya para pelaku bisnis — dalam menjalankan
praktek bisnis, mulai memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
tersedia. Salah satu argumen yang dijadikan landasan para pelaku bisnis
adalah untuk mendongkrak bisnis yang dijalankan agar senantiasa muncul di
permukaan. Sebagai contoh, pemanfaatan media iklan di televisi yang
semakin hari semakin banyak produk yang berlomba-lomba menarik minat
para konsumen dengan menjanjikan kepuasan tersendiri.

Melihat realita yang ada sekarang ini, para pelaku bisnis semestinya
dapat menempatkan diri dalam kompetisi yang semakin rumit dalam bisnis.
Kompetisi yang dimaksud harus didasarkan pada kompetisi yang sehat dan
etika dalam menjalankan sebuah bisnis. Juga diperlukan adanya sebuah

paradigma bisnis' bagi para pelaku usaha.

! Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan
sebagai landasan , baik sebagai aktivitas maupun entitas, lihat Muhammad dan R. Lukman
Fauroni, Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10.



Etika bisnis tersebut diharapkan akan menjadi sebuah benteng atau
rambu-rambu dalam menjalankan setiap bisnis bagi para pelakunya. Secara
umum, etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standard moral
dalam kebijakan, kelembagaan dan perilaku bisnis yang penerapannya akan
dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan good will yang
diperoleh dari citra positip dari bisnis yang dijalamkan.2 Sebagaimana Islam
juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan etika bisnis yang melandasi
seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam al-Quran’ maupun al-Hadis.

Apabila etika tersebut diabaikan begitu saja dalam menjalankan
bisnis, akan bermunculan berbagai tindakan negatif yang diperbuat oleh para
pelaku usaha. Salah satu implikasi dari perbuatan negatif itu sendiri dapat
berupa penindasan dan penyimpangan serta perbuatan curang terhadap
konsumen, karena peran pelaku usaha dalam konteks hubungannya dengan
konsumen sangat potensial dalam menimbulkan kerugian baik material
maupun moral. Pelanggaran terhadap etika bisnis sering menimbulkan
sengketa keperdataan antara pihak (produsen, penjual dan konsumen,

pernbeli).4

2 Ibid., hlm. 100.

* Aspek ekonomi dan bisnis dalam al-Quran adalah keadilan dan kesucian yang
implikasinya kepada; a) melarang kepemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang dalam Islam,
b) terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkan, c) terlarang
pada dampak pengelolaan dan pengembangan jika merugikan pihak lain, /bid., him. 10.

* Romli Atmasasmita, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Produsen Pada
Era Perdagangan Bebas; Suatu Upaya Antisipasi Preventif Dan Represif, dalam buku yang
berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen”, Penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), him. 85.



Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan
antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seseorang pun yang dapat
menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat
mencapai sebagian yang dihajatkannya itu. Manusia mesti memerlukan apa
yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allabh memberikan inspirasi
kepada manusia untuk mengadakan penukaran perdagangan atau semua yang
bermanfaat dengan cara jual-beli dan éara—cara lain dalam bermuamalah.
Sehingga hidup menusia menjadi lurus dan mekanisme hidup ini berjalan
dengan baik dan produktif.

Al-Quran sangat menghormati hak-hak para konsumen schingga
Allah sangat melarang praktek-praktek mal bisnis dari para pelaku usaha,
seperti penggunaan alat ukur yang tidak tepat (QS. Asy-Syuara’ (26): 181-
183), penimbunan dan manipulasi harga, penjualan barang palsu /rusak,
membeli barang-barang curian dan larangan mengambil bunga atau riba.’ Di
Indonesia telah ditetapkan undang-undang vyang mengatur tentang
perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK
No. 8 Th. 1999). Salah satunya mengatur tentang hak-hak konsumen.®

Sehingga, bila hak-hak tersebut dilanggar oleh para pelaku usaha maka

* Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis (Jakarta:

Salemba Diniyah, 2002), hlm. 9. lebih lanjut dikemukakan bahwa paparan aksioma-aksioma di
atas vaitu kesatuan, kesetimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran
memperlihatkan adanya suatu bangunan bisnis yang ideal bila ditopang oileh kelima aksioma
tersebut. Dengan demikian kelima aksioma telah menjadi paradigma bisnis untuk membangun

- bisnis sekaligua menjadi tolok ukur tiga landasan praktek mal bisnis; kebathilan, kerusakan dan
kezaliman. Dan bila kedua hal tersebut disatukan pada sisi, ketiga landasan dijadikan sebagai tolok
ukur untuk menghindari dari praktek-praktek mal bisnis dan pada sisi lain pengembangan bisnis,
dilandasi oleh paradigma bisnis di atas yang berisi kelima aksiomatikanya. /bid., him. 22.

¢ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) pasal



konsumen dapat mengadukan tindakan tersebut kepada lembaga yang
berkompeten terhadap perlindungan konsumen atau mengajukan gugatan atas
pelanggaran tersebut. Dalam mengakomodasi segala bentuk keluhan ataupun
aduan dari konsumen tersebut maka diperlukan sebuah lembaga yang khusus
untuk menangani permasalahan tersebut baik dari pemerintah ataupun
lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (4lternatif Dispute
Resolution/ADR).

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa melalui lambaga-
lembaga ADR secara tidak langsung sudah berkembang dalam masyarakat
Indonesia, seperti negosiasi, arbitrase, mediasi dan konsiliasi, walau belum
berkembang seperti yang dilakukan Australia dan Amerika yang sudah
melembaga. Lembaga-lembaga ini perlu dikembangkan untuk membantu atau
paling tidak meringankan beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-
perkara (perdata/bisnis) yang makin lama makin menumpuk atau bahkan tidak
terselesaikan.

YLKI Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Swadaya

Masysrakat’ yang berkecimpung dalam dalam upaya perlindungan konsumen

7 Ibid., Pasal 44. selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu tugas LPKSM yang terdapat pada
ayat 3 poin d adalah membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dikembangkan
tidak saja atas dasar hak-hak konsumen (hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi
yang benar dan jelas, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapat barang
sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, hak untuk mendapat penyelesaian hukum yang patut)
tetapi juga dasartanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya (product liability)
yang keduanya bermuara pada penerapan etika bisnis yang universal. Romli Atmasasmita, Benfuk-
Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Produsen Pada Era Perdagangan Bebas; Suatu
Upaya Antisipasi Preventif Dan Represif, dalam buku yang berjudul “Hukum Perlindungan
Konsumen”, Penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Bandung: CV. Mandar Maju,
2002), him. 93-94.



sekaligus merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara
konsumen dengan pelaku usaha..®

Para konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat membawa
persoalan mereka kepada YLKI Yogyakarta untuk diadukan atau jika
persoalan yang diadukan tersebut bersifat sengketa — menuntut ganti rugi —

°  Jika demikian,

dapat diselesaikan melalui perantara YLKI Yogyakarta.
konsumen yang mengajukan sengketa tersebut harus melalui beberapa
prosedur yang berada pada YLKI Yogyakarta, di antaranya prosedur
administratif.

Dalam menyelesaikan sengketa, ada dua cara/metode yang diterapkan
YLKI Yogyakarta. Metode-metode tersebut adalah /itigasi dan non-litigasi,”
dalam penelitian ini, penyusun lebih menekankan pada metode non-litigasi
yang lebih banyak diterapkan YLKI Yogyakarta dalam menyelesaikan
sengketa antara konsumen yang menuntut haknya terhadap pelaku usaha yang
mengurangi hak para konsumen tersebut. Dalam praktek penyelesaian

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, YLKI Yogyakarta lebih

banyak berperan sebagai mediator. Mediator adalah sebagai penengah yang

8 Ibid., Pasal 47.
® Ibid., Pasal 45.

' Litigasi merupakan jalan penyelesaian sengketa yang melalui peradilan. Sedangkan non-
litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hasil wawancara dengan salah satu
pengurus YLKI di Yogyakarta. Lihat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 2, 3 dan 4. Lihat, Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaion
Sengketa di Luar Pengadilan; Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase (Jakarta: Gramedia,
2000), him. 13-14 menyebutkan bahwa istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) relatif baru
dikenal di negara kita. Sedangkan dasar hukum negoisasi, mediasi dan konsiliasi belum memiliki
ketentuan perundang-undangannya yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis,
praktek ADR bertumpu pada ETIKA BISNIS Indonesia, khususnya negosiasi, mediasi dan
arbitrase, padahal pola penyelesaian seperti ini biasa dilakukan di daerah-daerah pedesaan di
Indonesia berdasarkan Hukum Adat.



bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak
yang bersengketa, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog
antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk
tercapainya sebuah kemufakatan.'”

Antara konsumen dengan pelaku usaha diberikan kewenangan penuh
untuk memusyawarahkan jalan damai terhadap sengketa yang sedang
diperselisihkan. Dengan kata lain, proses pemecahan masalah adalah proses di
mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang
bersengketa untuk membantu mereka dalam memperoleh kesepakatan
perjanjian secara memuaskan.

Sejak YLKI berdiri sampai saat ini banyak kasus sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha yang dapat diselesaikan oleh YLKI Yogyakarta
melelui metode mediasi. Sedangkan kasus yang diadukan konsumen pun
sangat beragam, mulai permasalahan makanan, minuman, obat-obatan, jasa
(asuransi, PLN, PDAM, Telkom, hiburan), perumahan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba untuk menggali peranan

YLKI Yogyakarta yang bergerak. dalam bidang perlindungan konsumen.
Sejauh mana YLKI Yogyakarta mampu menjadi sebuah bantuan hukum bagi
para konsumen - yang bisa dikatakan berada pada posisi yang lemah
dibanding dengan keberadaan para pelaku usaha — dengan menjadi perantara
konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dirugikan tersebut ? Dan

bagaimana hukum Islam sendiri memandang terhadap praktek yang

"' Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan; Negoisasi,

Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase (Jakarta: Gramedia, 2000), him. 69.



dilakukan YLKI ngyakarta dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha?

Maka dari itu, berangkat dari uraian di atas, penyusun mencoba
mengkaji dan mengungkap serta ikut memberikan solusi atas permasalahan
tersebut dengan melakukan penelitian dan menyusun sebuah skripsi yang
bejudul: PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HAK-HAK
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA

YLKI YOGYAKARTA).

. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka
pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek yang diterapkan YLKI dalam menyelesaikan
sengketa antara Konsumen dengan pelaku usaha?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek penyelesaian

sengketa atas hak-hak konsumen yang diterapkan YLKI Yogyakarta?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktek YLKI Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa
atas hak-hak konsumen

2. Memberikan penilaian, apakah praktek penyelesaian sengketa tersebut
sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap usaha-usaha yang
mengarah pada perlindungan konsumen.

2.  Memberikan informasi mengenai keberadaan dan peran serta manfaat
dari YLKI Yogyakarta dalam upayanya untuk mengakomodasi hak-hak
para konsumen dan praktek yang diterapkan dalam menyelesaikan
sengketa para konsumen yang menuntut hak-hak mereka terhadap para

pelaku usaha.

D. Telaah Pustaka
Adapun untuk lebih mendukung data yang ada di lapangan, penyusun
juga merujuk terhadap referensi lain seperti buku-buku, skrips, artikel dan
lain sebagainya yang masih dalam satu tema sentral.
Buku-buku yang penyusun gunakan antara lain, Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi
dan Arbitrase) olch Joni Emirzon. Buku ini membahas beberapa alternatif

penyelesaian sengketa atau konflik antara beberapa pihak dalam sebuah kasus



di luar pengadilan. Alternatif yang ditawarkan dalam buku tersebut antara
lain; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Salah satu alternatif
tersebut merupakan bahan kajian dalam penelitian yang disusun oleh
penyusun, yaitu Mediasi dipraktekkan oleh YLKI Yogyakarta dalam
menyelesaikan sengketa atas hak konsumen yang dirugikan oleh para pelaku
usaha.

Gunawan Widjaja, dalam bukunya yang berjudul Alternatif
Penyelesaian Sengketa, lebih mengkhususkan lagi pembahasanannya dalam
berbagai kasus. Salah satunya adalah berbagai alternatif penyelesaian
sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui badan penyelesaian
sengketa konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 (UU Nomor &
Tahuh 1999). Undang-undang ini merupakan pedoman dalam usaha
pemberdayaan dan perlindungan konsumen serta membuat para pelaku usaha
lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Visi Al Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis, oleh Muhammad dan
R. Lukman Fauroni. Buku tersebut membahas mengenai pandangan al-
Quran terhadap etika dan bisnis, yang keduanya mempunyai hubungan yang
signifikan dalam perjalanannya. Sehingga ini sangat terkait sekali dengan
hubungan antara produsen dengan konsumen yang juga dibahas dalam buku
ini. Bagaimana produsen dapat memproduksi barang-barang yang dibutuhkan
konsumen dengan baik dan memperhatikan kewajibannya untuk memem_lhi

hak-hak konsumen.
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Hukum Perlindungan Konsumen, buku ini merupakan kumpulan
beberapa makalah dari beberapa pembicara yang disunting oleh Husni
Syawali dan Neni Sri Imaniyati Buku ini membahas seputar upaya
perlindungan konsumen pada era perdagangan bebas, karena posisi
konsumen dalam era perdagangan bebas tersebut berada pada posisi yang
sangat lemah. Banyaknya barang yang bebas keluar masuk pasar
mengharuskan konsumen harus selektif dalam memilih barang-barang yang
mereka butuhkan. Begitu juga dari pihak penanganan hukumnya harus benar-
benar lebih diporsikan kepada upaya perlindungan konsumen.

Muhammad Yusuf Qardawi dalam bukunya yang bejudul Halal
dan Haram dalam Islam, alih bahasa oleh H. Muammal Hamidy. Buku ini
menyinggung mengenai hak-hak konsumen secara tidak langsung melalui
beberapa pembahasaannya dalam bab ke-4 bagian muamalah.

Selain berbagai referensi buku di atas, penyusun juga melihat
beberapa referensi berupa skripsi, yaitu:

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui E-
Commerce; Tinjauan Hukum Islam, yang disusun oleh Nur Azizatil
Ajibah.

Anpalisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Baku dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yang disusun oleh Deni Burhanuddin.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang disusun oleh Mukhlisin.
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Perbedaannya adalah skripsi yang disusun ini lebih menekankan
terhadap upaya perlindungan konsumen dalam masyarakat secara praksisnya.
Yakni dengan memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang
mengajukan guatan sengketa bagi pelaku yang telah merugikan hak-hak para
konsumen tersebut melalui jalan damai dengan perantara YLKI Yogyakarta.

Jadi, upaya penanganan hukum lebih ditekankan.

E. Kerangka Teoretik

Sebuah peristiwa hukum terjadi sejalan dengan perubahan sosial
budaya dan kebutuhban dan kepentingan selalu menuntut yang tak pernah
ditemui orang terdahulu. Kadang-kadang suatu peradaban baru diperlukan
untuk memelihara kemaslahatan yang tak diperlukan untuk generasi
sebelumnya, perubahan sistem nilai dan perilaku manusia menimbulkan
mafsadah dalam hal yang dahulunya membawa maslahat.** Apabila bagi
mujtahid tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum berdasarkan istislah,
niscaya syari’at Islam ini mempersempit kemaslahatan manusia dan
mengurangi hajat mereka yang berpuncak pada tidak pantasnya syari’at

berlaku pada masa dan tempat, peradaban dan perilaku yang berbeda.

12 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya, cet. 1,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 147. Kalau ditelaah secara baik, semua titah Allah yang
berbentuk hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan; baik dengan cara memberikan
manfaat bagi manusia maupun menghindarkan mudharat. Cara dan tujuan Allah dalam
menetapkan hukum seperti di atas memberi isyarat kepada pakar hukum dalam menggali ddan
menemukan hukum Allah agar mempertimbangkan kemaslahatan umat. Bila seorang mujtahid
melihat suatu keadaan yang tidak ditemukan aturannya, baik dalam lahir titah Allah maupun dalam
sunnah Nabi SAW. dan tidak ditemukan pula pada rumusan dari pakar hukum terdahuly, ia harus
menganalisa keadaan itu dari sisi baik dan buruknya Lihat, H. Amir Syarifuddin, Meretas
Kebekuan ljtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, editor: Abdul Halim,
cet. I, (Jakarta; Ciputat Press, 2002), him. 17-18.
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Padahal syari’at itu sendiri merupakan syariat yang universal meliputi seluruh
manusia yang berbeda dan syari’at samawy yang terakhir, eternal dan tidak
ada penggantinya lagi.”

Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan

* perubahan, al-Qur’an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-

prinsip umum). Hal tersebut dimaksudkan agar petunjuk yang bersifat global
dapat menampung segala bentuk perubahan dan perkembangan baik dalam
kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya masyarakat. 1

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjadi khalifah di
bumi dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nabi
melalui sabdanya menghimbau kepada kita untuk mencegah kemungkaran

yang terjadi sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

13 Ibid., him. 147. Lihat juga Mubhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Quran Tentang
Etika Dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), him. 23, menyatakan bahwa sebagai sumber
nilai dan ajaran, al-Quran pada umumnya memiliki sifat umum (tidak terperinci), karena itu
diperlukan upaya-upaya dan kualifikasi tertentu agar dapat memahaminya. Menurut Asghar Ali
Engineer al-Qur'an bukan hanya berbahasa arab, namun juga telah menjadi suatu simbol yang
validitas dan vitalitas maknanya terletak pada interpretasi dan reinterpretasi simbol-simbol tersebut
sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Menerjemahkan al-Quran yang berbahasa arab
menurutnya tidaklah mudah. Bahasa arab memiliki ciri-ciri yang sulit diungkapkan ke dalam
bahasa lain. Cara pengungkapan al-Qur’an betul-betul rumit dan terasa sulit. Meskipun seseorang
mengerti bahasa arab, untuk menerjemahkan tetap saja membutrubkan catatan yang banyak
dengan cara menjelaskan kata-kata dan ungkapan-ungkapan tertentu dan selain itu harus memilki
pengetahuan yang luas tentang latar belakang turunnya ayat. Asghar Ali Engineer, Islam dan
Teologi Pembebasan, Pent. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 17 1-172.

14 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat,
cet. IX (Bandung, Mizan, 1999), him. 471. lebih lanjut lagi Quraish Shihab menjelaskan bahwa
secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk al-Qur'an yang rinci lebih tertuju pada persoalan-
persoalan yang tak terjangkau nalar serta tak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini
dapat dipahami mengapa uraian mengenai surga dan neraka amat rinci karena ini merupakan
persoalan yang tak terjangkau nalar. Demikian juga persoalan mahram (yang terlarang dikawini),

karena ini tak mengalami perkembangan.
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Menyelesaikan sengketa antara pihak yang sedang berperkara dalam
suatu masalah merupakan orientasi dari perwujudan amar ma'ruf nahi

munkar yang dianjurkan dalam Islam. Firman Allah SWT:

e Was] cay 0B Lagiy 1elols 1ozl el il Ol
Logizr 1ebiols e T OB 1 ol Ll o 5 o (i ) V5B (6
15, ol oz A O) 1 gl g Judly

Dalam Islam, menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang sedang
berperkara masuk dalam kategori as-s u/ii Peranan as-s ulfisangat besar dalam
menimbulkan perdamaian yang kemudian menghantarkan umat kepada suatu
kemaslahatan bersama dalam segala aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa
melalui jalan damai, akan lebih melahirkan suatu keputusan yang dapat
diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Bukan suatu perdamaian
yang sifatnya sesaat karena keputusan hakim yang memungkinkan salah satu
pihak tidak dengan sepenuh hati menerimanya. Sehingga kemungkinan
timbul sengketa di kemudian hari sangat besar dan potensiél. Sebagaimana

kaidah hukum Islam yang mengemukakan pernyataan sebagai berikut:
16.&\4&\ g,i?- N \;ji S lalld ¢ 32

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menebarkan

perdamaian pada situasi dan kondisi apapun. Termasuk pada saat

5 Al-Hujurat (49): 9.

16 < Abd al-Wahhab bin ‘Ali bin ‘Abd atKafi as-Subkiy, al-Asybah wa an-Naza'ir (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘ Alamiyah, t.t.), I: 105.
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menyelesaikan perkara atau sengketa dengan beberapa pihak. Penyelesaian
sengketa tidak harus melalui kekerasan atau melalui pengadilan yang akan

menimbulkan kedengkian antara pihak yang bersengketa. Allah berfirman:
Jair@‘)’uiin.hﬁl&wdjj}r:&w&&vwaﬁjw
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Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengatur
urusan dunianya, baik itu dalam hal politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
Termasuk kebebasan bermusyawarah untuk kepentingan bersama dalam
berbagai hal, terutama ketika mencari sebuah solusi penyelesaian sengketa

yang sedang berlangsung antara beberapa pihak. Firman Allah SWT:

Yo . B -} - R .
V.@;&))u;wgs)jmrﬁf\jo \\}Ab‘}ré)\ﬁ‘\w‘dgu\ﬂ}
Para ahli hukum sepakat bahwa penyelesaian sengketa di antara dua

pihak yang sedang berperkara adalah disyariatkan dalam ajaran agama Islam.
Asalkan persoalan yang disengketakan itu jelas dan merupakan suatu

pelanggaran atas hak seseorang yang akan mengajukan sebuah gugatan

sengketa. Sabda Rasulullah SAW:

17 Ali “Imran (3): 159.

¥ Asy-Syura (42): 38.
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.Ub.>- J}-\ j\ N> rﬁ\}:l.p&ti M\u}g;\p- CLA.M
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Dalam hal ini diperlukan prinsip kemudahan bagi para pihak yang

akan mengajukan penyelesaian sengketanya dengan pihak lain. Sebagaimana

firman Allah SWT:

20 tlh oSG 0 Yy el (oS Yy

Jadi prinsip kemudahan merupakan aspek kemaslahatan dalam hal ini
untuk mencapai sebuah keadilan dalam upaya menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha. Sehingga untuk mencapai kemaslahatan
tersebut, harus berpedoman pada; perfama, kemudahan dalam prosedur
pelayanan mekanisme. Kedua, penyelesaian sengketa harus memberi rasa
keadilan dan kepuasan bagi masing-masing pihak. Ketiga, harus dihindari
rasa ketidakpastian dalam hukum. Keempat, membangun citra dan kesadaran

hukum.

19 Muhammad ‘Abd ar-Rahman Ibn ‘Abd ar-Rahim, Tuhfak al-Ahwazi ( Bi Syarh Jami’
at-Tirmizi), (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 486. Hadis nomor 1352, “Kitab al-Ahkam”, “Bab Ma
7ukira ‘An Rasilullah Salallahu ‘Alaih wa Sallam fi Sulh Bain an-Nas. Hadis ini hasan sahily
diriwayatkan dari Kasir bin ‘Abdillah bin ‘Umar bin ‘Auf al-Muzniy dari ayahnya dari kakeknya.

2 Al-Bagarah (2): 185.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (J/ield Research)
sehingga data primer yang dijadikan sumber penelitian adalah obyek yang
berada di Japangan, dalam hal ini adalah YLKI Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan penilaian
terhadap obyek yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitan yang mengarah kepada penelitian
lapangan maka data primer diperoleh melalui obyek penelitian secara
langsung vyaitu dari pengurus YLKI Yogyakarta. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi
dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data tersebut melalui
beberapa cara, yaitu:
a. Interview

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara secara langsung
mengenai praktek yang dilaksanakan YLKI Yogyakarta dalam
menyelesaikan sengketa antara konsumen yang menuntut ganti rugi
atas kerugian akibat suatu produk dengan pelaku usaha yang

bersangkutan.
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b. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji beberapa
literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada pada
penelitian ini.
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian disusun dan
dianalisis melalui cara berpikir:

1. Induksi yaitu bertolak dasar yang bersifat khusus untuk
diaplikasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu
kesimpulan yang bersifat umum.

2. Deduktif yaitu bertolak dari norma hukum untuk menilai’
seperangkat data yang ada di lapangan kemudian melahirkan

kesimpulan khusus.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif,
yaitu berangkat dari norma hukum Islam untuk melihat praktek yang ada

di lapangan atau obyek penelitian.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini disajikan secara integral dan
saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Secara umum
sistematika pembahasan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan , latar belakang masalah, pokok masalah
dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai hak-hak
konsumen. Di sini mendeskripsikan tentang aturan-aturan hukum Islam
terhadap hak-hak konsumen itu sendiri. Pada bab ini pembahasannya meliputi
pengertian hak konsumen dalam Islam dan aturan-aturan Islam mengenail
perlindungan hak-hak konsumen.

Bab Il membahas mengenai praktek penyelesaian sengketa atas hak-
hak konsumen pada YLKI Yogyakarta. Pembahasannya meliputi, gambaran
umum mengenai YLKI Yogyakarta dan praktek yang dijalankan YLKI
Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa atas hak-hak konsumen mulai dari
pembahasan mengenai obyek yang disengketakan oleh konsumen itu sendirl,
mekanisme pengajuan sengketa dari pihak konsumen serta praktek yang
diterapkan YLKI Yogyakarta dalam meyelesaikan sengketa tersebut. Pada
bab ini pembahasan mengenai gambaran umum terhadap YLKI Yogyakarta
hanya sebatas sejarah singkatnya saja, karena yang menjadi sasaran dalam
penelitian ini adalah penilaian perilaku subyek dalam menjalankan praktek

penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh YLKI Yogyakarta. Sehingga
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pembahasan akan lebih difokuskan pada praktek yang dijalankan untuk
menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

Bab IV merupakan analisis praktek penyelesaian sengketa. Pada bab
ini, pembahasan akan lebih dispesifikasikan kepada hal-hal yang menjadi
tujuan penelitian. Penilaian hukum Islam terhadap praktek penyelesaian
sengketa merupakan bagian yang sangat pokok dalam pembahasan ini.
Penilaian ini akan difokuskan pada; pertama, obyek sengketa yang terdiri dari
dua jenis, yakni sengketa ganti rugi produk barang (makanan) dan sengketa
ganti rugi produk jasa (asuransi). Kedua, mekanisme pengajuan sengketa.
Ketiga, metode penyelesaian sengketa terhadap kedua obyek sengketa
tersebut.

Bab V penutup. Pada bab ini merupakan uraian yang tegas mengenai
keseluruhan hasil penelitian yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya.
Bab ini merupakan jawaban singkat dari pokok masalah yang diteliti, disertat
dengan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian sekaligus merupakan

penutup rangkaian skripsi ini.
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BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah disusun pada bab-bab di atas, dapat
disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarmnya keseluruhan praktek penyelesaian sengketa hak-hak
konsumen yang dilaksanakan oleh YLKI Yogyakarta mulai dari
konsultasi sampai proses akhir penyelesaian mengandung empat hal yang
sangat pokok. Keempat hal tersebut meliputi; konstatasi, kualifikasi,
Justifikasi dan advokasi. Dengan adanya empat hal tersebut, mediasi
berjalan lancar, karena masing-masing pihak menyadari akan
kepentingan masing-masing. Timbulnya kesadaran untuk menyelesaikan
secara damai melalui mediasi menimbulkan dampak yang positif pada
hubungan keduabelah pihak yang mengalami sengketa sebelumnya. Pada
akhimya hasil yang didapat oleh para pihak yang bersengketa melalui
keputusan yang telah dibuat para pihak tersebut menjadi pengakhir
sebuah persengketaan dan para pihak pun saling menerima dengan
tangan terbuka serta itikad yang baik untuk melaksanakan isi keputusan.

2. Islam menganjurkan umatnya untuk saling ber ‘amr ma ruf nahi munkar,
perwujudan anjuran itu di antaranya mendamaikan pihak-pihak yang
mengalami sengketa dengan adil dan dilakukan secara damai.
Musyawarah menjadi alternatif penyelesaian sengketa untuk tetap

menjaga kedamaian dan tetap dalam ikatan persaudaraan. Dalam aktivitas
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YLKI Yogyakarta — terutama dalam hal penyelesaian sengketa konsumen
— dapat dinilai sebagai wujud pengamalan nilai-nilai ‘amr ma’ruf nahi
munkar melalui mediasi sehingga nilai-nilai maslahat menjadi lebih
mudah diamalkan baik ketika proses penanganan sengketa atau setelah
penanganan sengketa, karena pada dasarnya:

a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan pada masyarakat.

b. Hukum itu menolak atau menghindarkan kerusakan bagi manusia.

¢. Hukum itu harus dapat menutup pintu yang mengarah pada perbuatan

terlarang.

B. Saran-Saran
1. Upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen sudah selayaknya
mendapatkan porsi yang cukup besar dan menjadi prioritas utama dalam
dunia bisnis, mengingat kedudukan serta posisi konsumen yang sangat
sulit ketika dihadapkan pada dunia bisnis yang penuh persaingan.
Apalagi ketika memasuki era perdagangan bebas, barang (produk) akan
semakin bebas keluar masuk pasaran sehingga baik dari kalangan instansi
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat
konsumen dan elemen-elemen lain dituntut untuk semakin selektif dalam
menentukan produk yang akan dikonsumsi nantinya. Untuk itu
diperlukan pengetahuan pada semua unsur di atas dalam mensikapi

masalah yang timbul nantinya.
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2. Melihat urgensi akan adanya sebuah lembaga yang menangani sengketa
hukum yang efektif dan efisien, maka keberadaannya perlu mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak, baik dari kalangan instansi pemerintahan
maupun masyarakat. Sebagaimana yang telah diwgudkan YLKI
Yogyakarta dalam usahanya terhadap perlindungan konsumen dan

kontrol sosial kemasyarakatan.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

BABI

No.

Hal.

footnote

Terjemahan

01

13

15

Dan apabila dua golongan di antara orang mukmin
berperang, maka damaikanlah keduanya, jika salah satu
dari keduanya berbuat aniaya kepada yang lain,
hendaklah kamu perangi (golongan) yang aniaya
schingga ia kembali pada perintah Allah. Jika telah
kembali, hendaklah perdamaian antara keduanya
dilakukan dengan adil dan hendaklah kamu berlaku adil.
Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang berbuat adil.

02

13

16

Menjauhkan hal yang menimbulkan mafsadah itu lebih
baik dari pada mendahulukan yang maslahat.

03

14

17

Maka dengan rahmat Allah, menjadi lunaklah hati engkau
(Muhammad) terhadap mereka. Kalau sekiranya sengkau
berbudi jahat, berhati kasar, niscaya bercarai berailah
mereka menjauhi kamu, maka maafkanlah mereka dan
mintalah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah
dengan mereka mengenai urusan itu. Apabila engkau
telah bercita-cita, maka bertakwalah pada Allah.

04

14

18

Dan (untuk) orang yang memperkenankan (seruan)
kepada Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan
mereka dengan bermusyawarah antara mereka dan
mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan
pada mereka.

05

15

19

Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal dan
meghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin berhak
atas syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang
mengharamkan yang halal dan mengahalkan yang haram.

06

15

20

Allah menghendaki kemudahan kepada kamu sekalian
dan tidak menghendaki kesukaran kepada kau sekalian.

BABH -

07

20

(V8]

Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan
riba.

08

22

(Telah Kami utus) ke (negeri) Madyan seorang
saudaranya Syw’aib, ia berkata: hai kaumku! Sembahlah
Allah, tidak ada Tuhan selain dari pada-Nya. Dan
janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan.
Sesungguhnya aku melihat kamu dalam kebaikan dan aku
takut terhadap kamu akan siksaan hari yang meliputi
kamu. Hai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan
timbangan dengan keadilan dan janganlah kamu




kurangkan hak-hak orang-orang sedikit jua pun dan
janganlah beruat bencana di muka bumi sebagai orang-
orang perusak.

09

26

15

Dia yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu
jalani, maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya
dan makanlah rezeki Allah dan kepada-Nya (kamu)
berbangkit.

10

29

23

Belanjakanlah (hartamu) pada jalan Allah dan janganlah
kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat
baiklah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
yang berbuat baik.

11

29

24

Janganlah kamu kurangkan hak manusia dan janganlah
pula berbuat bencana di muka bumi.

12

31

26

Orang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak
dihalalkan bagi seorang muslim apabila menjual sesuatu
kepada saudaranya dengan barang jualan yang terdapat
cacat yang tidak diketahuinya.

13

31

27

Belanjakanlah (hartamu) pada jalan Allah dan janganlah
kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat
baiklah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
yang berbuat baik.

14

31

28

Sesungguhnya Allah menharamkan jual beli khamr,
bangkai daging babi dan berhala.

15

32

30

Janganlah orang-orang bakhil dengan barang-barang yang
dikaruniakan Allah kepadanya mengira bahwa bakhil itu
lebih baik bagi mereka bahkan kejahatan bagi mereka.
Nanti akan dikalungkan ke leher mercka barang yang
mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dan bagi Allah
pusaka langit dan bumi dan Allah maha mengetahui apa-
apa yang kamu kerjakan.

16

33

31

Sempurnakanlah sukatan dan janganlah kamu kurangkan.
Timbanglah (suatu barang) dengan timbangan vang betul.

17

33

32

Sumpah palsu itu melariskan dagangan, tetapi
menghapuskan berkahnya.

18

33

34

Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan hisah
dan garar.

19

34

37

Apabila kamu membeli sesuatu, maka katakanlah tidak
ada penipuan, kemudian sesungguhnya bagi kamu pada
tiap transaksi jual beli berhak memilih selama tiga har.

20

36

42

Orang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak
dihalalkan bagi seorang muslim apabila menjual sesuatu
kepada saudaranya dengan barang jualan yang terdapat
cacat yang tidak diketahuinya.

21

36

44

Penjual dan pembeli masing-masing dari pada keduanya
berhak memilih sebelum berpisah kecuali jual beli yang
disertai dengan khiyar.

II




BAB IV

22

61

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang
menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang
ma’ruf dan melarang pada yang munkar dan mereka
itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu
menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan
berselisih pendapat setelah datang kebenaran dan bagi
mereka siksa yang pedih.

23

64

(Telah Kami wutus) ke (megeri) Madyan seorang
saudaranya Syu’aib, ia berkata: hai kaumku! Sembahlah
Allah, tidak ada Tuhan selain dari pada-Nya. Dan
janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan.
Sesungguhnya aku melihat kamu dalam kebaikan dan aku
takut terhadap kamu akan siksaan hari yang meliputi
kamu. Hai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan
timbangan dengan keadilan dan janganlah kamu
kurangkan hak-hak orang-orang sedikit jua pun dan
janganlah beruat bencana di muka bumi sebagai orang-
orang perusak.

24

69

11

Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal dan
meghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin berhak
atas syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang
mengharamkan yang halal dan mengahalkan yang haram.

25

73

15

Orang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak
dihalalkan bagi seorang muslim apabila menjual sesuatu
kepada saudaranya dengan barang jualan yang terdapat
cacat yang tidak diketahuinya.

26

78

19

Allah menghendaki kemudahan kepada kamu sekalian
dan tidak menghendaki kesukaran kepada kau sekalian.

27

&0

21

Dan apabila dua golongan di antara orang mukmin
berperang, maka damaikanlah keduanya, jika salah satu
dari keduanya berbuat aniaya kepada yang lain,
hendaklah kamu perangi (golongan) yang aniaya
sehingga ia kembali pada perintah Allah. Jika telah
kembali, hendaklah perdamaian antara keduanya
dilakukan dengan adil dan hendaklah kamu berlaku adil.
Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang berbuat adil.

28

82

23

Maka dengan rahmat Allah, menjadi lunaklah hati engkau
(Muhammad) terhadap mereka. Kalau sekiranya sengkau
berbudi jahat, berhati kasar, niscaya bercarai berailah
mereka menjauhi kamu, maka maafkanlah mereka dan
mintalah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah
dengan mereka mengenai urusan itu. Apabila engkau
telah bercita-cita, maka bertakwalah pada Allah.

29

85

28

Bukanlah suatu kebaikan dalam kebanyakan bisikan-

I




bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah
atau dengan ma’ruf atau mendamaikan antar manusia.
Barangsiapa berbuat demikian karena menghendaki
keridloan Allah, maka nanti akan kami berikan
kepadanya pahala yang besar.

30

85

29

Menjauhkan hal yang menimbulkan mafsadah itu lebih

| baik dar1 pada mendahulukan yang maslahat.

v




Lampiran 2
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi lahir di Shaft Turab di tengah Delta, Mesir pada tanggal 9
September 1926. Pada usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur’an.
Menyelesaikan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi. Kemudian
melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952.
gelar doktor diperoleh pada tahun 1972 dengan desertasi yang berjudul “Zakat
dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian
disempurnakan dengan Figh Zakat. Yusuf Qardawi meninggalkan Mesir dan
menuju ke Qatar pada tahun 1961. Di qgatar, dia mendirikan Universitas Qatar dan
dalam waktu yang sama pusat kajian sejarah dan sunnah nabi. Ia adalah ulama
yang aktif menulis buku-buku tentang kelslaman. Di antaranya adalah Norma
Dan Etika Ekonomi Islam, Halal dan Haram dalam Islam, Fatwa-Fatwa
Kontemporer dan masih banyak lagi.

Muhammad

Muhammad lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya
diperoleh di TKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada
tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam,
konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun
1999. Program doktoral ilmu ekonomi diselesaikan di universitas yang sama.
Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Menejer Akademi Syari’ah Bankin
Institut Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-
1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Yogyakarta (1997-2001).
Sekarang bekerja sebagai dosen tetap STIS Yogyakarta, dosen luar biasa IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen luar biasa ISID Gontor mengampu mata
kuliah perbankan syari’ah. Karya ilmiah yang pemah dipublikasikan dalam
bentuk buku adalah: Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam al-Qur’an, Sistem dan
Prosedur Operasional Bark syari’ah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer,
Pengantar Teori Akuntansi Syari’ah; Kebijakan Moneter dan Fuskal dalam
Ekonomi Islam, Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis. Muhammad juga aktif
mengisi pada jurnaljurnal dan aktif menjadi pembicara dalam seminar ekonomi
Islam serta perbankan syari’ah.

Joni Emirzon

Joni Emirzon lahir di Kabupaten Lahat pada tanggal 17 Juni 1966. gelar Sarjana
Hukumnya diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada jurusan
Keperdataan dengan program kekhususan Hukum Dagang (1988), kemudian
melanjutkan  S2 pada program Pascasarjana KPK USU-UGM di Medan,
Sumatera Utara (1995). Untuk menunjang bidang yang diasuh, ia sering
mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan Penataran Hukum Ekonomi, Kursus
Teknik Penyusunan Kontrak, Kursus Pelatihan Teknik Penyelesaian Sengketa
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Alternatif atau Alternatif Dispute Resolution (ADR). Saat ini, ia mengampu mata
kuliah Hukum Dagang, Hukum Surat Berharga, Hukum Perbankan, Hukum
Kontrak Internasional dan Teknik Penyusunan Kontrak dan ADR di Laboratorium
Hukum FH UNSRI Di samping sebagai staf pengajar, ia juga menjabat Ketua
Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis FH UNSRI. Kemudian aktif di berbagai
majalah ilmiah dan penelitian tutor dalam berbagai pelatihan hukum dan bisnis
bagi pengusaha di Sumatera Selatan. Buku-buku yang pernah diterbitkan antara
lain: Hukum Perbankan Indonesia, Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan
Kontrak,Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase).



Lamp.
Perihal

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH

Alamat; JI. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

: IN/1/DS/PP.00.9/1197/2004 Yogyakarta, 01 Juni 2004

: Permohonan untuk mengadakan

Interview/wawancara

Kepada Yth.
Ketua YLKI Yogyakarta
di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan
menyusun Skripsi dengan judul: ,
PENYELESATAN SENGKETA ATAS HAK-HAK KONSUMEN DITINJAU
DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA YLKI
YOGYAKARTA)
Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:
Nama : Hasbullah Adnan
Nomor Induk : 99383563

‘Semester : X (sepuluh)

Jurusan : Muamalah
Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan organisasi
dan praktek yang dijalankan dalam menyelesaikan sengketa konsumen pada YLKI
Yogyakarta. _

Demikian atas permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu’alatkum Wr. Wb.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.

Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg laporan);

2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH

Alamat; JL. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

“

Nomor

Lamp.
Perihal

: IN/1/DS/PP.00.9478/2004 Yogyakarta, 28 Mei 2004

: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta Cq

Ketua BAPPEDA Prop. DIY

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,

bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HAK-HAK KONSUMEN DITINJAU
DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA YLKI
YOGYAKARTA)
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI
kepada mahasiswa kami:
Nama : Hasbullah Adnan
Nomor Induk : 99383563
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Muamalah
Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. YLKI Yogyakarta

3.
metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada
daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh
ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Adapun waktunya mulai : 3 Mei 2004 s/d. selesai.
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Fuad Zein, MA.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

swMalik Madany, M.A.
150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.

Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg laporan);

2. Arsip.



